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DESKRIPSI SINGKAT 

Pencatatan Informasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 

Juknis ini digunakan sebagai panduan untuk melakukan pencatatan detil informasi terkait Program 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atas belanja barang/jasa yang direkam pada SAKTI  

   

No. Uraian  

1 Modul KOM, PEM, BEN 

2 Role User OPR 

3 Modul Lain yang Terkait - 

4 Transaksi yang Terkait KOM – Pencatatan BAST Kontraktual dan Non Kontraktual 

PEM – Perekaman SPP LS Non BAST 

BEN – Pencatatan SPBy Non BAST 

5 Dokumen Input Data Informasi P3DN pada transaksi barang/jasa 

6 Output Laporan Realisasi P3DN 

7 Validasi - Perekaman Informasi P3DN harus memuat informasi 

Klaster P3DN dan Persentase TKDN 

- Transaksi Hapus BAST yang telah direkam informasi 

P3DN-nya akan turut menghapus data P3DN yang telah 

direkam 

- Transaksi Batal Validasi SPP yang telah direkam nilai 

P3DN-nya akan turut menghapus data P3DN yang telah 

direkam 

- Transaksi Batal Validasi SPBy yang telah direkam nilai 

P3DN-nya akan turut menghapus data P3DN yang telah 

direkam 

- Dokumen tagihan tidak dapat dilanjutkan apabila informasi 

P3DN belum direkam/didetailkan 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam rangka mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri 

dibandingkan produk impor, pemerintah menerapkan program Peningkatan Penggunaan 

Produksi Dalam Negeri atau yang lebih dikenal dengan sebutan P3DN. Program ini bertujuan 

untuk: 

a. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan 

masyarakat,  

b. memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi 

ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;  

c. dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan 

baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. 

Salah satu bentuk implementasi P3DN adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk 

memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa 

yang dibiayai oleh APBN/APBD. Implementasi P3DN ini terbagi menjadi 3 tahapan yaitu, tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/monitoring sebagaimana penjelasan pada gambar 

berikut: 



   

 

3 

 

 

Sebagai salah satu alat ukur yang diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam rangka menunjang program P3DN, pemerintah 

menggunakan informasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan Klaster P3DN.  

TKDN merupakan persentase komponen produksi yang dibuat di Indonesia pada suatu 

produk barang/jasa atau gabungan antara barang dan jasa. Adapun Informasi TKDN tersebut 

diperoleh melalui tahapan verifikasi sampai dengan proses sertifikasi TKDN oleh pihak 

berwenang melakukan penerbitan sertifikat TKDN. Dengan demikian, barang/jasa yang telah 

memiliki Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) akan memperoleh preferensi dari 

panitia lelang sehingga diharapkan menjadi stimulus dalam peningkatan produksi dalam negeri.  

Selain itu berdasarkan Panduan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang 

diterbitkan Kemenko Maritim dan Investasi terdapat pengelompokan barang/jasa berdasarkan 

jenis-jenis produk yang dihasilkan yang selanjutnya pada Petunjuk Teknis ini disebut dengan 

klaster P3DN yang terdiri dari: 

a. barang/jasa yang telah tersertifikasi memiliki TKDN,  

b. barang Produk Dalam Negeri(PDN), dan 

c. barang Impor (selain barang/jasa ber-TKDN dan/atau barang/jasa PDN). 

Terkait hal tersebut, telah dilakukan pengembangan pada Aplikasi SAKTI sehingga 

Rekapitulasi Informasi P3DN dan detil realisasi TKDN atas belanja Satuan Kerja dapat dihasilkan 

melalui perekaman pendetilan Informasi P3DN atas transaksi kontraktual maupun Non 

Kontraktual yang direkam pada SAKTI. Adapun Informasi yang direkam terkait P3DN berupa: 

a. Informasi Klaster P3DN (TKDN/Produk Dalam Negeri(PDN)/Impor), 

b. Informasi Persentase TKDN, dan 

c. Keterangan (opsional) 
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Berikut ini merupakan alur perekaman informasi P3DN yang telah dikembangkan pada SAKTI: 

 

Secara garis besar, konsep perekaman P3DN pada SAKTI berupa pendetilan perekaman 

infromasi P3DN atas dokumen sumber yang telah direkam yang berasal dari BAST Kontraktual, 

BAST Non Kontraktual, SPBy Non BAST (Non Barang), dan SPP LS Non BAST (Non Barang) 

atas transaksi yang menggunakan akun 52, 53, dan/atau jenis belanja lainnya yang menghasilkan 

BMN aset tetap dan persedian dengan detil objek sebagai berikut: 
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B. FORM PENCATATAN INFORMASI P3DN 

User SAKTI yang memiliki kewenangan untuk melakukan Pencatatan Informasi P3DN 

adalah user yang memiliki role/kewenangan sebagai Operator Modul Komitmen. Berikut adalah 

penjelasan tampilan layar form pencatatan Informasi P3DN dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

 

1. Filter Jenis Dokumen, merupakan fitur yang berfungsi sebagai filter untuk menampilkan 

daftar dokumen pada grid. Filter Jenis Dokumen yang dapat dipilih untuk direkam informasi 

P3DN adalah sebagai berikut:  

a. BAST Kontraktual Barang; 

b. BAST Kontraktual Jasa; 

c. BAST Non Kontraktual Barang yang terdiri dari: 

1) Pencatatan Belanja Barang/Jasa LS Non Kontraktual, 

2) Pencatatan Belanja Barang/Jasa UP Tunai/Bank, 

3) Pencatatan Belanja Barang/Jasa KKP, dan 

4) Pencatatan Belanja Barang/Jasa UP Valas; 

d. BAST Non Kontraktual Jasa 

e. SPBy Non BAST (SPBy yang tidak menggunakan BAST sebagai dok sumber) 

f. SPP LS Non BAST (SPP yang tidak menggunakan BAST sebagai dok sumber) 

 

2. Tampilan Grid, menampilkan data dokumen sesuai dengan jenis filternya yang menampilkan 

field data dan mengikuti konsep pembagian pagu PPK(daftar dokumen yang muncul sesuai 

mapping COA pagu per PPK): 

a. No. Dokumen = Nomor Dokumen Sumber 

b. Tgl Dokumen = Tanggal Dokumen 

c. Akun = 6 Digit Akun  

1 

2 

4 

5 

3 

6 

8 

7 
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d. Kategori = Kategori/Jenis Dokumen 

e. Uraian = Uraian Dokumen Sumber 

f. Nilai Dokumen = Nilai Dokumen 

g. Progres = Progres pencatatan informasi P3DN sesuai dengan jumlah detil barang pada 

Dokumen Sumber 

 

3. Filter Pencarian data pada Grid daftar dokumen 

 

4. Filter Tampilan Detil Barang, berfungsi untuk menampilkan daftar detil barang atas dokumen 

yang dipilih. Terdiri dari 3 jenis Filter dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. “Semua” = Menampilkan seluruh detil barang yang sudah/belum direkam Informasi 

P3DN. Pada filter ini hanya dapat menampilkan data (view) 

b. “Sudah Rekam” = Menampilkan seluruh detil barang yang sudah dilakukan perekaman 

Informasi P3DN. Pada filter ini dapat dilakukan proses ubah/hapus  

c. “Belum Rekam” = Menampilkan seluruh detil barang yang belum direkam Informasi 

P3DN. Pada filter ini hanya dapat dilakukan prose rekam  

 

5. Detil Barang, menampilkan detil barang dari dokumen yang dipilih, berisikan: 

a. Kode Barang =  menampilkan informasi kode barang asset/persediaan yang dipilih 

b. Nama Barang/Uraian = Nama/Uraian barang 

c. Jumlah = Jumlah Barang 

d. Harga Satuan = harga per detil barang 

e. Total Harga = hasil kali jumlah barang dan harga satuan 

f. Klaster TKDN =  Pilihan Klaster (TKDN/PDN/Impor) 

g. TKDN = Persentase TKDN 

h. Keterangan = Informasi tambahan (opsional) 

Catatan: Jika dokumen sumber yang dipilih merupakan transaksi jasa/non barang, maka form 

yg tampil menggunakan pendekatan Detil Item CoA. 

 

6. Filter Pencarian data pada Grid daftar detil barang per dokumen yang dipilih. 

 

7. Tombol pilih semua daftar detil barang untuk perekaman informasi P3DN secara sekaligus. 

 
8. Tombol Aksi, terdiri dari: 

a. Input/Ubah = Untuk merekam/merubah Informasi P3DN 

b. Hapus = Untuk menghapus data Informasi P3DN yang telah direkam 

c. Simpan = Untuk menyimpan Informasi P3DN yang telah direkam 

d. Batal = Batal/Reset perekaman 

e. Keluar = Keluar Form 
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C. PEREKAMAN INFORMASI P3DN PADA SAKTI 

Sebelum melakukan perekaman Informasi P3DN, pastikan bahwa data dokumen sumber 

telah memenuhi kriteria perekaman Informasi P3DN agar data muncul pada list daftar dokumen 

untuk didetilkan, yaitu sebagai berikut: 

a. untuk jenis dokumen BAST baik kontraktual maupun non kontraktual, pastikan telah 

melakukan perekaman BAST pada modul komitmen; 

b. untuk jenis dokumen SPBy Non BAST, pastikan telah merekam SPBy Non BAST; dan 

c. untuk jenis dokumen SPP LS Non BAST, pastikan telah dilakukan proses simpan SPP 

oleh operator. 

Berikut ini Langkah-langkah perekaman/pencatatan Informasi P3DN: 

 

 

1. Login user operator komitmen  Komitmen  RUH  Pencatatan Informasi P3DN lalu pilih 

Jenis Dokumen 

2. Pada Grid daftar dokumen, Pilih Dokumen yang akan direkam Informasi P3DN 

3. Cek detil Barang BAST, Pilih Filter “Belum Rekam”  

4. Pilih/checkbox data yang akan didetilkan Informasi P3DN 

5. Klik Tombol Input/Ubah 

6. Rekam Informasi Klaster P3DN, persentase TKDN, dan Keterangan (opsional) dengan 

berpedoman pada Panduan Pencatatan Pengunaan Produk Dalam Negeri yang berlaku. 

7. Klik Tombol Simpan , lalu cek progres perekaman pada Grid Daftar Dokumen 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

3 

4 

1 

6 

7 
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D. CONTOH PEREKAMAN INFROMASI P3DN 

 

1. Transaksi yang Menghasilkan Barang 

 

Transaksi yang menghasilkan Barang dalam hal ini terdiri dari BAST Kontraktual Barang 

dan Non Kontraktual Barang. Berikut ini merupakan contoh perekaman Informasi P3DN 

atas transaksi BAST Non Kontraktual: 

 

 

Simulasi menggunakan pembelian barang produk industri dengan status barang yang 

sudah tersertifikasi TKDN. Untuk informasi nilai TKDN dapat diakses melalui 

tkdn.kemenperin.go.id. Berikut contoh nilai Informasi P3DN.  

 

 
 

 

2. Transaksi yang Menghasilkan Non Barang 

 

Transaksi yang menghasilkan Barang dalam hal ini terdiri SPBy Non BAST dan SPP Non 

BAST. Berikut ini merupakan contoh perekaman Informasi P3DN atas transaksi SPP Non 

BAST: 
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Simulasi menggunakan transaksi non barang yaitu pembelian konsumsi rapat yang dibeli dari 

dalam negeri, sesuai pedoman yang berlaku, transaksi pembelian produk makanan dan minuman 

non barang industri digolongkan kedalam Klaster PDN. Sehingga pada aplikasi dapat diisi dengan 

nilai PDN dan persentase 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poin V.A.8 Surat Kemenko Marves nomor B-5041/MENKO/MARVES/PE.05.00/X/2022 pada Panduan Pencatatan Penggunaan 

Produk Dalam  Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa 

 

 

Berdasarkan kedua contoh diatas, terdapat perbedaan dalam pendekatan perekaman detil 

Informasi P3DN. Untuk detil barang pendekatan perekaman detil adalah pada kode barang yang 

digunakan. Sedangkan untuk Detil Jasa, perekaman detil Informasi P3DN menggunakan 

pendekatan item pada COA detil SPP atau SPBy Non BAST.  
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E. CETAK LAPORAN INFORMASI P3DN 

Untuk melihat rekap hasil perekaman Informasi P3DN, Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

1. Login user operator komitmen  Komitmen  Cetak  Laporan P3DN  lalu pilih jenis 

cetakan (P3DN per Kategori & P3DN per Pagu Anggaran) 

2. Tentukan Parameter Cetak 

3. Klik Tombol Unduh PDF 

 

Berikut format cetakan Laporan Realisasi P3DN per Pagu Anggaran dan Laporan Realisasi P3DN 

per Kategori dan Jenis Belanja 

 

 

Laporan Realisasi P3DN per Pagu Anggaran 

2 

1 

3 

1 

2 

3 
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Laporan Realisasi P3DN per Kategori dan Jenis Belanja 
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F. MONITORING P3DN 

 

Monitoring atas realisasi P3DN dalam rangka implementasi P3DN dapat dilihat melalui 

monsakti.kemenkeu.go.id dengan ilustrasi sebagai berikut: 

 

 

Data Perencanaan merupakan data Paket Perencanaan Pengadaan yang diambil dari SIRUP, 
dengan kategori Penyedia, maupun Swakelola dengan status terumumkan dan aktif. 
 
Data Pelaksanaan bersumber dari: 
SPSE (baik tender maupun non tender) yang sedang berjalan, dan non-kontraktual (swakelola, 
pencatatan, dan dana darurat). Toko Daring data pembelian yang tercatat pada platform Toko 
Daring. e-Katalog data pembelian yang tercatat pada platform eKatalog. PaDi UMKM data PO 
belanja BUMN yang dilakukan pada platform PADI UMKM. 
 
Data Pembayaran bersumber dari : 
SAKTI data realisasi K/L pada tahap penerbitan SP2D 
SPSE data realisasi PD pada tahap penerbitan BAP 
PADi UMKM data realisasi BUMN yang status invoice telah dibayarkan. 
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G. Validasi Mandatory P3DN 

Seiring dengan perkembangan proses bisnis, Pencatatan Informasi P3DN menjadi 

mandatory (wajib) dalam alur perekaman tagihan pada aplikasi SAKTI. Sebelum tagihan diproses 

lebih lanjut menjadi SPP s.d. SP2D, atas tagihan tertentu diperlukan tahapan pendetilan Informasi 

P3DN atas dokumen yang akan diajukan ke tahap pembayaran.  Berikut alur proses bisnis 

penyelesaian tagihan pada aplikasi SAKTI pasca implementasi mandatory pendetilan P3DN. 

 

 

H. Titik Validasi Informasi P3DN 

Atas transaksi-transaksi yang direkam pada aplikasi SAKTI, dilakukan proses validasi atas 

informasi P3DN apakah sudah diinput atau belum. Dalam hal suatu transaksi belum dilakukan 

perekaman informasi P3DN, maka proses perekaman transaksi lanjutan (SPBy/SPP/Validasi 

SPBy/Validasi SPP) tidak dapat dilakukan. 

Berikut matriks titik validasi atas informasi P3DN pada aplikasi SAKTI: 
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1. Validasi atas BAST kontraktual/non kontraktual 

Validasi dilakukan pada saat perekaman SPP terkait. Saat melakukan perekaman SPP, 

setelah memilih jenis SPP, Operator akan memilih BAST terkait.  Dalam hal BAST dimaksud 

belum dilakukan pendetailan informasi P3DN pada modul komitmen, akan muncul notifikasi 

sebagai berikut: 

 
Transaksi perekaman SPP baru bisa dilanjutkan apabila informasi P3DN sudah direkam pada 

modul komitmen. 

 

2. Validasi atas Penerimaan Barang/Jasa UP/TUP 

Saat melakukan perekaman SPBy menggunakan BAST, pada daftar BAST yang dapat 

dipilih akan tercantum status TKDN apakah sudah pendetailan atau belum pendetailan. Apabila 

BAST yang belum pendetailan dilakukan perekaman SPBy, maka saat simpan akan muncul 

notifikasi berikut dan transaksi tidak dapat dilanjutkan. 

 
 

3. Validasi atas Penerimaan Barang/Jasa KKP/Valas 

Saat melakukan perekaman SPP terkait, setelah memilih BAST KKP/Valas yang belum 

dilakukan pendetailan informasi P3DN, akan muncul notifikasi berikut dan transaksi tidak dapat 

dilanjutkan. 
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4. Validasi atas SPBy non BAST 

Saat PPK melakukan validasi SPBy, akan dilakukan validasi pengecekan apakah atas 

SPBy non BAST tersebut sudah dilakukan perekaman pendetailan informasi P3DN. Apabila 

SPBy terkait belum dilakukan perekaman informasi P3DN, validasi SPBy pada user PPK tidak 

dapat dilanjutkan. 

 

 

5. Validasi atas SPP non BAST 

Saat PPK melakukan validasi SPP, akan dilakukan pengecekan apakah SPP non BAST 

terkait sudah dilakukan perekaman informasi P3DN atau belum. Dalam hal informasi P3DN belum 

direkam, maka PPK tidak bisa melanjutkan proses validasi SPP. 
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I. Hal yang perlu diperhatikan : 

- Dalam hal satker melakukan perekaman Informasi P3DN, agar memastikan seluruh informasi 

mandatory terisi, yaitu Klaster P3DN (sesuai pedoman yang berlaku) dan Persentase TKDN 

yang dapat diperoleh dari sistus tkdn.kemenperin.go.id. 

- Transaksi Hapus BAST yang telah direkam informasi P3DN akan turut menghapus data P3DN 

yang telah direkam 

- Transaksi Hapus SPP yang telah direkam informasi P3DN akan turut menghapus data P3DN 

yang telah direkam 

- Transaksi Hapus SPBy yang telah direkam P3DN/TKDN akan turut menghapus data P3DN 

yang telah direkam 

- Teknis perekeman informasi P3DN dapat mengacu pada Ketentuan/Peraturan yang berlaku 

yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan Program P3DN. 

- FAQ dan layanan konsultasi Informasi P3DN dapat diakses melalui tkdn.kemenperin.go.id. 

 


